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Rudi Hartono (B 111 09 397), “Efektivitas Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam 
Upaya Peningkatan Investasi di Sulawesi-Selatan (Kajian Sosiologi 
Hukum). Bapak Prof. Dr. Arfin Hamid, S.H,.M.H selaku pembimbing I, 
dan Bapak Dr. Hasrul, S.H,.M.H. selaku pembimbing II. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas 
jalanya investasi di Sulawesi Selatan dengan adanya Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2003 dan untuk mengetahui peningkatan jaminan 
keamanan terhadap investor dengan adanya Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.Penelitian 
ini dilaksanakan di 2 (dua) tempat yang berbeda yakni pada tanggal 12 
April sampai dengan 22 Mei 2014 di Kantor BKPMD Sulawesi Selatan dan 
POLDA Sulawesi Selatan denga pendekatan Sosioyuridis dan data yang 
diperlukan dikumpulkan dengan mengumpulkan dokumen resmi pada 
setiap dan kantor dan melakukan wawancara kepada pejabat yang 
berwenang pada setiap kantor. Kemudian dianalisa secara deskriptif 
kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan dan saran. Disamping itu, 
penulis juga nelakukan studi kepustakaan dengan cara menelaa buku-
buku serta literature yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam 
skripsi ini. Hasil yang diperoleh penulis dari peneitian ini yaitu, yaitu : (1) 
Pertumbuhan PDRB Sulawesi Selatan dari 2005 hingga 2009 
menunjukkan angka yang optimistis. Pada 2005, PDRB Sulawesi Selatan 
sebesar Rp 51,78 triliun, meningkat di tahun 2006 sebesar Rp 60,90 
triliun, dan 2007 mencapai angka Rp 69,27 triliun. Di 2008, pertumbuhan 
PDRB mencapai angka Rp 85,14 triliun dan 2009 menyentuh angka Rp 
99,90 triliun. Angka tersebut cukup fantastis mengingat gejolak resesi 
global yang menelikung di berbagai tempat.(2) Masing masing besaran 
anggaran yang yang diinvestasikan investor dalam negeri dan asing 
tersebut terdiri atas, PT. Energy Sengkang dengan nilai investasi 221 juta 
dolar AS, PT.Makassar Power 70 juta dolar AS, PT. Malea Rp.882 miliar, 
dan PT. Sulawesi Mini Hydro 2,5 juta dolar AS. Selanjutnya ada PT 
Bosowa Energy dengan nilai investasi Rp 1,74 triliun, PT Fajar Futura 
Energi Rp 40,8 miliar, dan PT.Kassa Listrindo Rp 1,2 triliun. Peningkatan 
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A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini ditegaskan dalam 
pasal 1 ayat (3) UUD 1945.Norma ini bermakna bahwa di dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek 
kehidupan.Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam 
kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum, sebagai suatu 
sistem dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika 
instrumen pelaksanaanya dilengkapi kewenangan-kewenangan dalam 
penegakan hukum. Menurut L.M Friedman, system hukum terdiri dari, 
subsistem hukum yang berupa substansi hukum, struktur hukum, dan 
budaya hukum. Ketiga unsur sistem ini sangat menentukan apakah suatu 
sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Substansi hukum 
biasanya menyangkut aspek-aspek pengaturan atau peraturan 
perundang-undangan. Penekananya, struktur hukum Lebih kepada 
aparatur serta sarana  dan prasarana hukum itu sendiri.Sementara itu, 
budaya hukum menyangkut perilaku masyarakatnya.1 
Untuk mewujudkan prinsip-prinsip Negara hukum, diperlukan baik 
norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, juga aparatur 
penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan disiplin yang 
didukung oleh sarana dan prasarana  hukum serta perilaku hukum 
                                                             






masyarakat. Oleh karena itu, idealnya diperlukan norma hukum yang 
progresif. Salah satunya adalah UU RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang 
Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. 
Hukum dan penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto, 
merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan 
karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan 
hukum yang diharapkan.2 Oleh karena itu keberadaan perundang-
undangan yang progresif, mempunyai kedudukan yang sentral dan  
strategis di dalam suatu Negara hukum.  
UU RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 
Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi 
Undang-Undang adalah regulasi yang mengatur tentang mekanisme 
penindakan terhadap tindak pidana terorisme serta sistem kerja 
penunjang dengan keterkaitan yang sama.Undang-undang ini merupakan 
produk politik sehingga karakteristik isi akan sangat ditentukan atau 
diwarnai oleh imbangan kekuatan atau konfigurasi politik yang 
melahirkanya. 
Akhirnya, menanggapi Resolusi DK PBB Nomor 1438, pemerintah 
Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2002 telah mengeluarkan dua 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Republik 
Indonesia, yaitu : 
                                                             






a. Perppu Nomor 1 Tahun 2002, tentang Pemberantasan Tindak  
Pidana Terorisme yang tidak berlaku surut. 
b. Perppu Nomor 2 Tahun 2002, tentang pemberlakuan Perppu 
Nomor 1 tahun 2002, tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme pada peristiwa peledaka bom di Bali, tanggal 12 
Oktober 2002 yang berlaku surut. 
 Kedua Perppu ini mulai berlaku tanggal 18 Oktober 2002, dan 
selanjutnya tanggal 4 April 2003 disahkan sebagai Undang-Undang RI 
Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme3. 
Pertimbangan yang termuat dalam konsideran kedua peraturan tersebut 
adalah bahwa pemberantasan terorisme didasarkan pada komitmen 
nasional dan internasional dengan membentuk praturan perundang-
undangan nasional yang mengacu pada konvensi internasional dan 
peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan denga terorisme. 
 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 
2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Peppu No 2 
Tahun 2002 tentang pemberlakuan Perppu Nomor 1 Tahun 2002, pada 
peristiwa peledakan Bom Bali, tanggal 12 Oktober 2002, dari awal 
kehadiranya memang merupakan peraturan perundang-undangan yang 
cukup kontroversial dan mengundang suara prokontra dari berbagai 
kalangan masyarakat. 
 Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa kedua Perppu 
tersebut mulai berlaku sejak disahkan, yakni tanggal 18 Oktober 2002, 
                                                             





tetapi berdasarakan Perppu Nomor 2 Tahun 2002, ia diberlakukan 
terhadap peristiwa bom Bali yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 
2002.Dengan demikian, Perppu ini jelas melanggar asas retroaktif (asas 
tidak boleh berlaku surut) yang merupakan salah satu asas penting dalam 
ilmu hukum dan diterimah sebagai kebenaran universal oleh masyarakat 
internasional. 
 Tingkat penolakan dan resistensi masyarakat terhadap kehadiran 
Perppu Pemberantasan Terorisme semakin meluas ketika Perppu No.1 
Tahun 2002 dan No.2 Tahun 2002 tersebut dibahas di DPR-RI untuk 
pengesahan. Dalam proses pembahasan sejumblah anggota DPR dari 
Fraksi Reformasi Daulatul Ummah melakukan aksi walk out dari ruang 
sidang. 
 Dalam sidang paripurna pengesahan Perppu menjadi Undang-
undang Pemberantasan Terorisme, Hartono Marjono juru bicara Fraksi 
Perserikatan Daulatul Ummah mengatakan pembuatan Perppu tersebut 
tidak sesuai dengan Pasal 22 UUD 1945.Dalam enam butiran konsideran 
tidak ada satu klausul pun yang menyatakan bahwa Negara dalam 
keadaaan genting yang memaksa, sebagaimana dipersyaratkan oleh 
Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.4 
 UU No.15 Tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme, sejak awal kelahiranya merupakan peraturan perundang-
undangan yang cukup kontroversial dan mengundang suara prokontra 
dari berbagai kalangan masyarakat.Suara pro tentunya berasal dari 
                                                             





pejabat pemerintahan serta kalangan dan tokoh intelektual yang terlibat 
langsung dalam perancangan UU No.15 Tahun 2003.Sedangkan suara 
kontra umumnya muncul dari kalangan akademisi dak tokoh-tokoh LSM 
serta pejuang demokrasi yang menghawatirkan kehadiran UU No.15 
Tahun 2003 akan menjadi ancaman terhadap proses transisi di Indonesia 
serta menilai kepentingan politik dan ideologi Negara asing terutama 
Amerika Serikat. 
 Secara prosedural legislasi, UU No.15 Tahun 2003 yang 
kehadiranya diawali dengan diterbitkanya Perppu No.1 Tahun 2002 
mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak melalui 
prosedur sebagaimana yang lazim terjadi pada setiap kelahiran peraturan 
perundang-undangan dalam bentuk undang-undang yang harus disertai 
dengan naskah akademik sebelum dibahas menjadi RUU di DPR dan 
tidak pernah ada pembahasan pasal demi pasal di DPR. 
 Perppu No.1 Tahun 2002 yang saat ini telah menjadi UU No.15 
Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memiliki 
beberapa kelemahan mendasar yang setidaknya dapat dilihat dari tiga 
perspektif yakni : 
a. Dari penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia 
b. Dari upaya memperkokoh infrastruktur politik kearah   
demokrasi. 
c. Dari penciptaan stabilitas keamanan Negara sebagai jaminan 





  Undang-undang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Terorisme adalah produk hukum yang dilahirkan di tengah 
konfigurasi politik internasional dengan desakan untuk memberikan 
jaminan secara total terhadap hak asasi manusia.Desakan dari dunia 
Internasional adalah representasi banyaknya aksi teror yang terjadi di 
Indonesia. Dari data Kepolisian Republik Indonesia, jumblah pelaku kasus 
terorisme yang sudah tertangkap sejak tahun 2000-2013 mencapai 904 
orang. Dari 904 yang ditangkap, sebanyak 100 orang masih dalam proses 
hukum. Jumlah orang yang masih dalam lembaga pemasyarakatan 254 
orang. Jumlah terpidana yang sudah bebas sebanyak 447 orang5. 
 Di masa yang akan datang, aksi terorisme tentu masih dapat 
terjadi. Bagaimanapun, terorisme tetap menjadi ancaman serius di 
Indonesai sebagai Negara demokrasi.Besarnya ancaman ke depan akan 
di pengaruhi juga oleh situasi politik dalam negeri.Pelaku kejahatan 
terorisme dengan ideologi radikal menganggap demokrasi sebagai produk 
barat yang dinilai akan menghancurkan sistem politik ideologi radikal dari 
jaringan kelompok terorisme. 
Kemudian perjuangan ideologi radikal tidak dilakukan dengan 
proses politik secara demokratis, melainkan dengan cara kekerasan. 
Berbagai aksi kekerasan yang dilakukan sangat bervariasi,dari 
penggunaan bahan peledak, pembunuhan dengan target tertentu 
(assassination), perampokan untuk mencari pendanaan. Jika terus 
dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan penyebaran permusuhan dan 
                                                             





kebencian akan terjadi di berbagai kalangan masyarakat,seperti kelompok 
intoleran. Akibatnya, aksi kekerasan dan pelanggaran terhadap 
kebihnekaan sebagai takdir Indonesia akan terbuka. Jika ini terjadi, berarti 
ancaman terhadap kebihnekaan akan terbuka lebar di Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
Oleh karena itu, pencegahan dan pemberantasan terorisme ke 
depan tidak cukup dengan mengandalkan kekuatan polisi atau 
Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri. Pencegahan dan pemberantasan 
terorisme perlu diperkuat dengan kerangka kebijakan dan keputusan 
politik yang lebih kuat. Substansi utama adalah upaya proaktif mencegah 
aksi terorisme perlu diperkuat dengan kerangka hukum yang lebih tegas 
dan pasti. 
Indonesia sekarang mengacu pada Undang-undang No.15 Tahun 
2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.Untuk mengetahui 
efektivitas hukum perlu ditinjau dari optik sosiologi hukum, bukan 
merupakan hal aneh mengingat pemikiran aliran sosiologi tentang hukum 
itu mencakupi sejumlah pendekatan yang lebih beragam ketimbang 
seragam6. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sosiologi hukum 
mempelajari efek hukum dan masyarakat secara timbal balik. Sosiologi 
hukum melihat bahwa hukum adalah fenomena empiris, yang sifatnya 
hanya dapat dimengerti hanya jika hukum itu dipandang dalam 
hubunganya dengan masyarakat. Sehingga untuk mengetahui apakah UU 
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No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 
efektif atau tidak perlu pengujian secara empiris. 
Kemudian muncul pertanyaan sehubungan dengan sejauh mana 
efektivitas UU No.15 Tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana 
terorisme dalam memberikan jaminan keamanan dan stabilitas terhadap 
pertumbuhan ekonomi khususnya jaminan terhadap investor yang ada di 
Sulawesi Selatan. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang mencapai 
8,6 persen pertahun7 dan posisinya yang strategis di tengah Indonesia 
menjadi modal besar menjadi pusat perniagaan nasional. 
Menyaksikan perkembangan Sulawesi Selatan khususnya Kota 
Makassar yang tumbuh pesat saat ini seolah membangkitkan kembali 
memori kejayaan masa lalu.Makassar saat ini masuk dalam daftar kota 
yang pertumbuhanya paling pesat di Indonesia.Sulawesi kini memegang 
peran penting sebagai poros pertumbuhan ekonomi di kawasan timur 
Indonesai. Kota Makassar menjadi representasi kemajuan Sulawesi 
Selatan dengan dijadikanya sebagai pintu gerbang pembangunan 
Indonesai di kawasan timur. Ini menunjukkan betapa strategisnya 
kawasan ini sebagai pusat pelayanan produksi, distribusi, serta simpul 
transportasi untuk melayani wilayah lain di belahan timur Indonesia. 
Laju pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan bergerak pesat, 
bahkan sejumlah daerah masuk dalam daftar daerah dengan 
pertumbuhan ekonomi paling tinggi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi 
Sulawesi Selatan melahirkan daerah daerah-daerah berkembang baru 
                                                             





yang turut mendorong pertumbuhan penduduk.Laju pertumbuhan 
penduduk sepanjang periode tahun 2012-2013 di seluruh Sulawesi cukup 
tinggi, mencapai 1,6 persen per tahun8. Angka yang lebih tinggi 
dibandingkan laju pertumbuhan penduduk nasional yang tercatat 1,5 
persen per tahun. Pertumbuhan ekonomi yang melaju pesat di wilayah 
Sulawesi Selatan terancam apabila potensi konflik sosial tidak 
diselesaikan secara tuntas. Bagaimanapun, masalah keamanan 
berpengaruh kuat pada pertumbuhan ekonomi dan investasi di suatu 
daerah. 
Pada tahun 2006 Pemerintah Sulawesi Selatan menyiapkan 
program untuk mendatangkan sebanyak mungkin investor ke Sulawesi 
Selatan dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Sulawesi Selatan 
dengan basis destinasi kearifan budaya lokal.Sehingga Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi pada 
tahun 2011 sebesar 7,78 persen atau lebih tinggi dari target nasional. 
Sesuai target yang ingin dicapai sebesar Rp 28,83 triliun9. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas maka penulis dapat 
mengemukakan Rumusan Masalah data penelitian ini sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah kaitan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 
terhadap peningkatan Investasi di Sulawesi Selatan? 
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2. Bagaimanakah efektivitas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 
dalam memberikan jaminan keamanan terhadap investor di 
Sulawesi Selatan? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan membandingkan sejauh mana 
efektivitas jalanya investasi di Sulawesi Selatan sebelum dan 
sesudah diundangkanya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003.  
2. Untuk mengetahui peningkatan investasi dengan adanya Undang-
undang Nomor 15 Tahun 2003 terhadap jaminan keamanan investor 
di Sulawesi Selatan. 
 
D. Manfaat  Penelitian 
1. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca mengenai  
efektivitas jalanya investasi di Sulawesi Selatan sebelum dan 
sesudah diundangkanya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003. 
2. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca mengenai 
peningkatan investasi dengan adanya Undang-undang Nomor 15 













A. Karakteristik dan Obyek Utama Kajian Sosiologi Hukum 
1. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum 
 Sebelum membahas mengenai karakteristik kajian sosiologi hukum 
maka terlebih dahulu perlu dipahami tentang pengertian sosiologi hukum. 
 Hukum secara sosiologi adalah sebuah lembaga kemasyarakatan 
(social institusion) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah 
dan pola-pola perilaku yang berkisar pada kebutuhan manusia dan 
apabila kita menelaah kenyataan dalam masyarakat bahwa hukum 
mengatur hampir semua aspek kehidupan masyarakat, maka dengan 
demikian hukum merupakan suatu objek penelitian dan merupakan bagian 
dari masyarakat yang sangat penting bagi para sosiolog. 
 Sedangkan sosiologi hukum itu menurut adalah10: 
merupakan cabang dari ilmu yang berdiri sendiri, atau merupakan 
ilmu sosial mengenai ilmu yang mempelajari kehidupan manusia 
dan sesamanya, yakni kehidupan sosial mengenai kehidupan atau 
pergaulan hidup, singkatnya bahwa sosiologi hukum mempelajari 
masyarakat, khususnya gejala hukum dan masyarakat tersebut. 
 
 Pada hakekatnya masyarakat dapat ditelaah dengan dua sudut, 
yakni sudut struktural dan sudut dinamikanya.Segi struktural masyarakat 
dinamakan pula struktur sosial yakni, keseluruhan antara jalinan unsur-
unsur sosial yang pokok yakni, kaidah-kaidah sosial, pranata sosial, 
kelompok atau lapisan sosial, sedangkan yang dimaksud dengan 
                                                             






dinamika masyarakat adalah apa yang disebut proses dan perubahan 
sosial. 
 Sedangkan secara garis besar, mengemukakan bahwa objek 
utama dari kajian hukum adalah11 : 
a. Mengkaji hukum dalam wujudnya sebagai government social 
control, Dalam kaitanya sosiologi hukum mengkaji hukum 
sebagai seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta 
dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan 
masyarakat.Dalam hal ini hukum dipandang sebagai dasar 
rujukan oleh pemerintah disaat melakukan pengendalian 
terhadap perilaku warga masyarakatnya.Olehnya itu sosiologi 
hukum dikaji dalam kaitanya dengan pengendalian sosial dan 
sanksi eksternal (yakni sanksi yang dipaksakan oleh pemerintah 
melalui alat Negara). 
b. Lebih lanjut, persoalan pengendalian sosial tesebut oleh 
sosiologi hukum dikaji dalam kaitanya dengan sosialisasi, yakni 
suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat 
sebagai mahluk sosial yang menyadari eksistensi sebagai 
kaidah sosial yang ada didalam masyarakatnya, mencakup 
kaidah hukum, kaidah sosial, kaidah moral, kaidah agama dan 
lainya, dengan kesadaran tersebut diharapkan masyarakat 
mentaatinya. 
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c. Obyek utama dari sosiologi hukum lainya adalah 
stratifikasi.Perlu diketahui bahwa stratifikasi yang menjadi obyek 
bahasan sosiologi hukum bukanlah stratifikasi hukum seperti 
yang dikemukakan Hans Kelsen dengan grundnorm teorinya, 
melainkan stratifikasi yang dapat ditemukan dalam suatu sistem 
kemasyarakatan dimana yang dibahas adalah dampak dari 
pada adanya stratifikasi sosial itu sendiri terhadap hukum 
bagaimana pelaksanaan dari hukum itu sendiri. 
Kajian sosiologi hukum merupakan salah satu ilmu yang teramat 
penting dalam melihat, mempelajari hubungan antara hukum dan 
masyarakat terhadap setiap perubahan sosial atau gejala sosial yang 
sedang terjadi disuatu tempat atau wilayah, dan bila mengikuti 
kecendrungan Satjipto Raharjo, dimana dalam berbagai tulisan penulis 
yang ditonjolkan secara bergantian dalam mengkaji sosiologi hukum 
yakni, hubungan saling pengaruh-mempengaruhi antara hukum dan 
masyarakat, antara perubahan hukum dan perubahan masyarakat12. 
Maka sosiologi hukum juga merupakan ilmu yang mempelajari tentang 
bagaimana hubungan sosial antara hukum dan masyarakat dan sebaiknya 
bagaimana perilaku sosial masyarakat terhadap hukum itu sendiri, bila 
melihat pada setiap perubahan yang terjadi terhadap hukum maupun 
terhadap masyarakat. 
 Dari batasan mengenai arti dan obyek sosiologi hukum 
sebagaimana yang dijelaskan diatas, maka kegunaan sosiologi hukum 
                                                             





didalam kenyataan pada masyarakat. Menurut Soedjono Soekanto salah 
satu kegunaan sosiologi hukum itu adalah sebagai berikut13: 
1) Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan bagi 
pemahaman terhadap hukum didalam konteks sosial. 
2) Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat 
memberikan kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap 
efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai saran 
pengendalian, sarana untuk mengubah masyarakat dan 
mengatur interaksi sosial, agar mencapai keadaan sosial 
tertentu. 
3) Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta 
kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektifitas 
hukum didalam masyarakat. 
Gambaran tentang betapa pentingnya mengkaji lebih dalam 
penempatan atau penerapan dari suatu kajian sosiologi hukum, maka 
sangatlah beralasan jika dalam mempelajari masyarakat jika ditinjau dari 
sudut pandang sosiologi hukum haruslah melihat keadaan dan tempat 
dimana hukum itu akan diterapkan. 
2. Objek Utama dan Efektifitas Kajian Sosiologi Hukum 
 Secara garis besar bahwa objek utama kajian sosiologi hukum 
sebagaimana dikemukakan oleh Achmad Ali dapat disimpulkan sebagai 
berikut 14; 
                                                             






a. Mengkaji hukum dan wujudnya menurut istilah Donald Black 
sebagai Government Sosial Control.Dalam kaitanya ini sosiologi 
hukum dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam 
kehidupan masyarakat dalam hal ini hukum dipandang sebagai 
rujukan yang digunakan oleh pemerintah untuk melakukan 
pengendalian terhadap perilaku-perilaku masyarakat, bertujuan 
agar keteraturan dapat terwujud.Oleh karena itu sosiologi 
hukum dalam kaitanya dengan pengendalian sosial dan sanksi 
yang dipaksakan oleh alat Negara. 
b. Lebih lanjut, persoalan pengendalian sosial tersebut oleh 
sosiologi hukum dikaji dalam kaitanya dengan sosialisasi yaitu 
proses yang berusaha membentuk masyarakat.Sebagai mahluk 
sosial yang menyadari eksistensi sebagai kaidah sosial yang 
ada dalam masyarakatnya, mencakupi kaidah moral, agama 
dan kaidah sosial lainya.Dan dengan kesadaran tersebut 
diharapkan warga masyarakat menaatinya, berkaitan dengan itu 
maka tampak sosiologi hukum cenderung memandang 
sosialisasi sebagai suatu proses yang mendahului dan menjadi 
pra kondisi sehingga memungkinkan pengendalian sosial 
dilakukan secara efektif. 
c. Objek utama sosiologi hukum lainya adalah stratifikasi. 
Stratifikasi yang menjadi obyek bahasan sosiologi hukum 
bukanlah stratifikasi seperti dalam konsep Hans Kelsen dengan 
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Grundnorm teorinya, melainkan stratifikasi yang dapat 
ditemukan dalam suatu sistem kemasyarakatan. 
d. Obyek utama dari kajian sosiologi hukum adalah pembahasan 
tentang perubahan, dalam hal ini mencakup perubahan hukum 
dan perubahan masyarakat serta hubungan timbal - balik antara 
keduanya.Salah satu persepsi penting dalam kajian sosiologi 
hukum adalah perubahan yang terjadi didalam masyarakat 
dapat direkayasa, dalam arti direncanakan terlebih dahulu oleh 
pemerintah dengan menggunakan perangkat hukum sebagai 
alatnya. 
 
B. Pemahaman Tentang Terorisme 
1. Menuju Pendefinisian Terorisme 
 Secara etimologi, perkataan “teror” berasal dari bahasa Latin 
“terrere” yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan dalam perkataan “to 
fright” yang dalam bahasa Indonesia berarti menakutkan atau 
mengerikan15.Rumusan terorisme secara terminologis, sampai saat ini 
masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan 
dan di dalam peraturan perundang-undangan. 
 Kamus Webster’s New School and Office Dictionary oleh Noah 
Webster, A Fawcett Crest Book, menyebutkan bahwa terror sebagai kata 
benda berarti, Extreme Afaer,ketakutan yang amat sangat. The ability to 
                                                             






cause such afaer,kemampuan menimbulkan ketakutan16.Sedangkan 
terorisme  sebagai kata kerja adalah the use of violence, intimidation, to 
gain and end; especially, a system of government rulling by terror; 
penggunaan kekerasan, ancaman dan sejenisnya untuk mendapatkan 
sesuatu yang diinginkan dan akhir/tujuan, teristimewa sebagai suatu 
sistem pemerintahan yang ditegakkan dengan terror.Dalam bentuk kata 
kerja transitif, maka terrorize (-ized,izing) adalah, to fill with dread or 
terror,terrify,mengisi dengan ketakutan atau terror, mengerikan, 
menakutkan.To intimidate or coerse by terror or by theas of terror, 
mengancam atau memaksa dengan terror17. 
 Amerika Serikat (AS)  Negara yang pertama mendeklarasikan 
perang melawan terorisme (war on terrorism) belum memberikan definisi 
yang jelas, sehingga semua orang  bisa memahami makna sesungguhnya 
tanpa dilandasi keraguan, dan tidak merasa didiskriminasi serta 
termarjinalkan18.Kejelasan definisi diperlukan agar tidak terjadi salah 
tangkap dan berakibat merugikan kepentingan banyak pihak, di samping 
demi kepentingan atau target meresponsi hak asasi manusia(HAM) yang 
seharusnya wajib dihormati oleh semua orang bangsa beradab.Ketiadaan 
definisi hukum Internasional mengenai terorisme tidak serta merta berarti 
meniadakan definisi hukum tentang terorisme dan dengan demikian 
diartikan bahwa para telaku terorisme bebas dari tuntutan hukum. 
                                                             
16  Kompas, 11 Maret 2003 
17  Bala Reddy, Singapore’s Legislation Against Terrorism,Dalam 
Mardenis,2011,Pemberantasan terorisme,PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 
hlm.86. 





 Pada dasarnya istilah “terorisme” merupakan sebuah konsep yang 
memiliki konotasi yang sangat sensitif karena terorisme menyebabkan 
terjadinya pembunuhan dan penyengsaraan terhadap orang-orang yang 
tidak berdosa.Tidak ada Negara yang ingin dianggap mendukung 
terorisme atau menjadi tempat perlindungan bagi kelompok-kelompok 
terorisme. Ada juga yang mengatakan seseorang bisa disebut teroris 
sekaligus juga sebagai pejuang kebebasan.Hal itu tergantung dari sisi 
mana memandangnya.Itulah sebabnya sampai saat ini belum ada definisi 
terorisme yang dapat diterimah secara universal.Masing-masing Negara 
mendefinisikan terorisme menurut kepentingan dan keyakinan mereka 
sendiri untuk mendukung kepentingan nasionalnya. 
 Berdasarkan uraian diatas,dapat ditegaskan bahwa sampai saat ini 
pengertian dan klasifikasi terorisme sangat bias kepentingan, terutama 
kepentingan politik dan ideologi negara-negara barat, terutama 
AS.Ketidakjelasan pengertian dan klasifikasi mengenai terorisme ini, 
membuat banyak pihak menjadi skeptis terhadap kebijakan internasional 
memerangi terorisme.Seorang miliarder AS, George Soros, berpendapat 
bahwa “perang melawan terorisme merupakan hal yang menyesatkan, 
karena kita tidak tahu pasti sosok dan keberadaan teroris19.Sehubungan 
dengan belum adanya rumusan terorisme yang dirumuskan secara tegas 
dan objektif baik dalam regulasi nasional begitu juga internasional sampai 
saat ini, kemudian Mardenis (2011) merumuskan bahwa 20: 
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 “terorisme adalah setiap orang, kelompok orang, bangsa atau 
Negara yang membuat keputusan baik berdasarkan ideologi 
tertentu atau tidak, dan orang, kelompok orang, bangsa atau 
Negara tersebut menggunakan kekerasan atau ancaman 
kekerasan untuk mewujudkan tujuanya”.  
 
2. Terorisme dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional 
Dari perspektif Hukum Nasional Indonesia, kejahatan terorisme 
dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.Unsur-unsur untuk 
memasukkan terorisme sebagai tindak pidana dapat diketahui dengan 
pemahaman tentang aspek-aspek mendasar berkaitan dengan tindak 
pidana. Secara dogmatis, masalah pokok yang berhubungan dengan 
hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu : 
a. Perbuatan yang dilarang 
b. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu 
c. Pidana yang diancamkan kepada pelanggar itu21. 
Dalam rumusan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana 
adalah seseorang manusia sebagai oknum.Hal ini terlihat pada 
perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang 
menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, 
juga terlihat pada wujud hukuman/pidana termuat dalam pasal-pasal 
KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda. 
Tindak pidana pada umumnya hanya dapat dilakukan oleh 
manusia/orang pribadi, oleh karena itu hukum pidana hanya mengenai 
orang,seorang/kelompok orang sebagai subjek hukum.Berdasarkan bunyi 
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Pasal 55 KUHP, maka yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana 
pidana adalah : 
1) Orang yang melakukan (pleger) 
2) Yang menyuruh melakukan(memberi perintah) Doen pleger 
3) Orang yang turut serta melakukan(dader), dan 
4) Orang yang membujuk melakukan. 
Berdasarkan teori pertanggungjawaban tradisional, diisyaratkan 
adanya kesalahan atau fault atau negligence atau schuld untuk dapat 
dipertanggung jawabkanya seseorang. Doktrin ini disebut liability based 
on fault atau dalam hukum pidana disebut green straf zonder 
schuld22.Tetapi terlebih dahulu orang yang bersangkutan harus dinyatakan 
bahwa perbuatanya melawan hukum.Hal ini sesuai pendapat bahwa untuk 
adanya strafvorusset zungen (syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap 
pembuat) diperlukan terlebih dahulu pembuktian adanya strafbare 
handlung (perbuatan pidana) kemudian dibuktikan schuld atau kesalahan 
subjektif pembuat. 
Pembahasan tersebut menjadi pijakan untuk mempertanggung-
jawabkan kejahatan terorisme sebagai salah satu tindak pidana 
berkualifikasi pemberatan. Disebutkan bahwa perkataan teroris (pelaku) 
dan terorisme (aksi) berasal dari bahasa latin “terrere”  yang kurang lebih 
membuat gemetar atau menggetarkan atau menimbulkan kengerian. 
Muladi dalam Mardenis(2011) menyatakan bahwa tindak pidana terorisme 
adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang 
                                                             





menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar 
hukum pidana, dan jelas dimaksudkan untuk : 
a. Mengintimidasi penduduk sipil. 
b. Memengaruhi kebijakan pemerintah. 
c. Memengaruhi penyelenggaraan Negara dengan cara 
penculikan dan pembunuhan23 
Berdasarkan Perppu No.1 Tahun 2002 yang telah disahkan 
menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Terorisme yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam 
pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia, menyebutkan 
bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah segala 
perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan 
ketentuan undang-undang ini (Pasal 1 ayat (1). 
Sedangkan yang dimaksudkan unsur-unsur terorisme dalam pasal 
1 ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan melawan hukum yang 
dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan 
kedaulatan bangsa dan Negara dengan membahayakan kedaulatan 
bangsa dan Negara yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan 
atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut 
terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat 
massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan 
harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran 
                                                             





terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau 
fasilitas publik atau fasilitas internasional. 
Tindak pidana terorisme tersebut diatas terdapat dalam rumusan 
pasal 6 Undang-Undang No.15 Tahun 2003 dikualifikasi sebagai Delik 
Materil. Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa setiap  orang yang dengan 
sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman menimbulkan suasana 
teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan 
korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau 
hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan 
kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau 
lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana 
dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20(dau puluh) tahun.Pasal ini 
termasuk dalam delik materiil, yaitu yang ditekankan pada akibat yang 
dilarang yakni hilangnya nyawa, hilangnya harta atau kerusakan dan 
kehancuran. 
Menurut Abdul Wahid (2004), rumusan Pasal 6 UU No. 15 Tahun 
2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di atas sangat 
interpretatif dan sangat elastic serta tidak jelas batasan-batasanya, sebab 
belum melakukan tindak pidana terorisme sudah mendapat ancaman 
hukuman yang berat.Kalau diperhatikan secara seksama bahwasanya 
dengan rumusan pasal diatas, maka pemakai kendaraan yang mencemari 
udara dapat dikategorikan sebagai teroris.Begitu juga petani yang 





terorisme.Jadi pasal tersebut meskipun dapat diterapkan, akan tetapi 
masih harus dipilah dan dipilih terhadap kasus tertentu24. 
Pasal 5 UU No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Terorisme, membatasi atau mengecualikan tindak pidana selain 
yang bermotif politik.Pasal tersebut menyatakan bahwa, tindak pidana 
terorisme yang diatur dalam Perppu ini dikecualikan dari tindak pidana 
politik,tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik,tindak 
pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik, yang 
menghambat proses ekstradisi. 
Pengecualian kegiatan terorisme terhadap kejahatan-kejahatan 
dengan motivasi-motivasi politik agar pihak-pihak gerakan atau aksi-aksi 
demonstrasi untuk melaksanakan hak-hak politik, sosial dan ekonomi 
dapat diwujudkan tanpa perlu adanya rasa takut dituduh sebagai 
teroris.Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU NO.15 Tahun 2003, menganut 
prinsip depolitisasi.Meskipun tindak pidana terorisme berkonotasi politik, 
tetapi penekanan lebih kepada perbuatan dan akibatnya. 
Berbagai konvensi internasional tentang terorisme, terutama yang 
telah diratifikasi Indonesia, tidak satu konvensi pun yang mengatur secara 
eksplisit memberikan batasan tentang terorisme.Konvensi Internasional 
Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris 1997 (Internasional Convention 
for the Suppression of Terrorist Bombings,1997) yang telah diratifikasi 
Indonesia dengan Undang-undang No.5 Tahun 2006, yang dalam 
pembukaanya hanya menegaskan adanya kebutuhan yang mendesak 
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untuk meningkatkan kerja sama internasional di antara Negara-negara 
dalam merencanakan dan menerimah upaya-upaya efektif dan praksis 
bagi pencegahan aksi-aksi terorisme, dan bagi penyidikan dan 
penghukuman bagi para pelakunya. 
Bagian konvensi ini yang mengarah pada pendefinisian terorisme 
terdapat dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) konvensi ini yang menegaskan : 
1. Setiap orang melakukan kejahatan dalam pengertian Konvensi 
ini jika orang tersebut secara melawan hukum dan secara 
sengaja mengirimkan, menempatkan,melepaskan atau 
meledakkan suatu bahan peledak atau alat mematikan lainya di, 
ke dalam atau terhadap suatu tempat umum, fasilitas Negara 
atau pemerintah, suatu sistem transportasi masyarakat atau 
suatu fasilitas infrastruktur: 
a) Dengan sengaja menyebabkan kematian atau luka-luka 
serius, atau 
b) Dengan sengaja menyebabkan kehancuran suatu 
tempat,fasilitas atau system, di mana kehancuran tersebut 
mengakibatkan kerugian ekonomi secara besar. 
2. Setiap orang juga melakukan suatu kejahatan jika orang 
tersebut mencoba untuk melakukan kejahatan sebagaimana 
ditetapkan dalam ayat 1 dari pasal ini25. 
Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme. 
1999 (Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999) 
yang juga telah diratifikasi Indonesia dengan UU No.6 Tahun 2006 secara 
                                                             





substantif juga tidak memberikan batasan secara eksplisit tentang 
terorisme.Pasal 2 ayat (1) konvensi ini juga hanya berisi narasi yang 
mengarah pada pendefinisian terorisme dengan menegaskan: 
1. Setiap orang melakukan kejahatan berdasarkan konvensi ini 
jika orang tersebut dengan segala cara, langsung atau tidak 
langsung, tidak sah menurut hukum dan secara sengaja, 
menyediakan atau mengumpulkan dana dengan maksud 
bahwa dana tersebut akan digunakan atau dalam 
sepengetahuan bahwa dana tersebut akan digunakan, 
sebagian atau seluruhnya, untuk melakukan: 
a) Suatu tindakan berkenaan dengan kejahatan dalam ruang 
lingkup dan sebagaimana yang dinyatakan dalam salah satu 
perjanjian-perjanjian internasional. 
b) Setiap tindakan lain yang dimaksudkan untuk menyebabkan 
kematian atau luka fisik yang serius terhadap orang sipil 
atau kepada orang lain yang tidak mengambil bagian dalam 
permusuhan dalam situasi konflik bersenjata, bilamana 
tujuan dan tindakan tersebut, menurut sifat atau konteksnya 
adalah untuk mengintimidasi penduduk, atau untuk 
memaksa pemerintah atau organisasi internasional untuk 
melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. 
3. Terorisme dan Pelanggaran HAM 
 Konsep  Negara hukum pada masing-masing Negara berbeda 





konsep Negara hukum di Eropa Kontinental yang dinamakan rechtaat dan 
konsep Negara hukum dalam tradisi Anglo Amerika yang disebut dengan 
the rule of law Jika diperhatikan unsur-unsur yang harus dimiliki oleh 
setiap Negara, maka keduanya mengharuskan adanya pengakuan dan 
perlindungan terhadap HAM.Dapat ditegaskan bahwa dalam setiap 
kostitusi sebuah Negara hukum haruslah memberikan jaminan terhadap 
HAM, khususnya warga negaranya sendiri.HAM meliputi berbagai aspek 
kehidupan manusia, seperti hak hidup, hak dalam bidang politik, hak 
kebebasan berbicara, dan hak tehadap keamanan di bidang kehidupan 
ekonomi,hukum dan pemerintahan. 
 Menelusuri pengertian HAM secara teoritik dapat dijumpai dalam 
pendapat Miriam Budiardjo(1991), bahwa hak asasi adalah hak yang 
dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan 
kelahiranya di dalam kehidupan masyarakat26.Bahwa hak tersebut 
dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau kelamin, 
oleh sebab itu bersifat asasi dan universal.Dasar dari semua hak asasi 
dimaksud adalah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk 
berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. 
 Kemudian juga dirumuskan pengertian HAM yang terdapat dalam 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang dalam Pasal 1 butir 1 
ditegaskan bahwa : 
 “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada 
hakikat keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha 
Esa dan merupakan anugrahnya yang wajib dihormati, dijunjung 
                                                             






tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum pemerintah, dan setiap 
orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat 
manusia.” 
 
 Sebaliknya teror yang telah hadir dan menjelma dalam kehidupan 
manusia,justru telah menjadi momok,virus ganas dan monster yang 
menakutkan yang sewaktu-waktu dapat menjelmakan terjadinya tragedi 
kemanusiaan.Kehadiran teror telah menyebabkan HAM kehilangan 
eksistensinya dan tercerabut kesucian atau kefitrahanya ditangan 
pembuat teror yang telah menciptakan kebiadaban berupa aksi 
animalisasi(kebinatangan)sosial,politik,budaya dan ekonomi27. 
Jenderal TNI (PURN)A.M. Hendropriyono,menegaskan bahwa 
terorisme abad ini merupakan ancaman actual, yang juga adalah 
penumpang haram di dalam gerbong teknologi informasi.Teknologi 
informasi memperluas perang militer ke perang ideologi, politik, ekonomi, 
keuangan, sosial, seni dan budaya28.Perubahan demografis akibat 
mobilitas manusia yang massif juga memengaruhi keamanan 
nasional.Pertumbuhan populasi yang tidak terkendali meningkatkan 
peluang instabilitas, radikalisme dan juga ekstremisme. 
Berbagai aksi teror telah melecehkan nilai kemanusiaan martabat 
bangsa, dan norma-norma agama.Teror telah menunjukkan kenyataan 
sebagai tragedI HAM.Dampak destruktif yang ditimbulkan telah atau lebih 
banyak menyentuh multi dimensi kehidupan manusia.Jati diri manusia, 
harkat sebagai bangsa beradab, dan cita-cita hidup berdampingan  
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dengan bangsa lain dalam misi mulia kedamaian universal masih 
dikalahkan oleh teror.Karena demikian akrabnya aksi teror ini digunakan 
sebagai salah satu pilihan manusia, akhirnya teror bergeser dengan 
sendirinya sebagai “terorisme”.Artinya,29 terorisme ikut ambil bagian 
dalam kehidupan berbangsa ini untuk menunjukkan potret lain dari dan di 
antara berbagai jenis dan ragam kejahatan, khususnya kejahatan 
kekerasan, kejahatan terorganisasi, dan kejahatan yang tergolong luar 
biasa (extra ordinary crime). 
Tragedi bom di Sari Club dan Paddy’s Club Kuta Legian Bali 12 
Oktober 2002, adalah yang layak digolongkan sebagai kejahatan terbesar 
di Indonesia dari serangkaian teror yang ada.Tragedi tersebut adalah 
sebuah bukti nyata bahwa teror adalah aksi yang sangat keji yang tidak 
memperhitungkan, tidak mempedulikan dan sungguh-sungguh 
mengabaikan nilai kemanusiaan.Manusia yang tidak tahu menahu akan 
maksud, misi atau tujuan pembuat teror telah menjadi korban tidak 
berdosa (innocent victim).Rakyat yang tidak berdosa hanya menjadi 
ongkos kebiadaban manusia yang dimenangkan dan disupremasikan aksi 
teror yang tejadi di Legian Bali30. 
Bagi Bangsa Indonesia, kata terorisme dewasa ini benar-benar 
merupakan bagian dari ketakutan besar, di samping dunia atau 
masyarakat internasional.Kata teror membuat gentar rakyat kecil, karena 
kejadian yang mereka alami telah mengakibatkan banyak pihak dirugikan 
dan dikorbankan. Terorisme merupakan suatu fenomena modern dan 
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telah menjadi fokus perhatian berbagai organisasi internasional, berbagai 
kalangan dan Negara. 
Kasus ledakan Bom di J.W. Marriot 5 Agustus 2003 yang 
menewaskan belasan orang dan luka-luka puluhan orang juga makin 
membenarkan bahwa disamping persoalan teror itu tergolong ancaman 
serius bagi bangsa dan dunia, juga disisi lain dampaknya terasa bagi 
kehidupan masyarakat.Masyarakat akhirnya dicekam ketakutan dan 
terusik kedamaianya sehingga bias melumpuhkan kegiatan ekonomi 
masyarakat.Maka pembahasan mengenai terorisme membutuhkan 
kesadaran yang mendalam yang mampu menguraikan setiap unsur, 
bentuk, akar, modus dan aspek-aspek dalam terorisme serta 
mengklasifikasikanya secaraa objektif dan ilmiah, khusunya yang 
berkaitan dengan pertimbangan dari aspek akibat yang menimpa umat 
manusia. 
 
C. Konsepsi Investasi 
1. Pengertian Investasi 
 Investasi berasal dari kata Invest yang berarti menanam atau 
menginvestasikan uang atau modal31. Istilah Investasi atau penanaman 
modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari 
maupun dalam bahasa perundang-undangan.Istilah investasi merupakan 
istilah yang popular dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman 
modal lazim digunakan dalam definisi perundang-undangan tentang 
                                                             





investasi. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai 
pengertian yang sama, sehingga sering digunakan secara bersamaan. 
 Secara umum investasi atau penanaman modal dapat diartikan 
sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (natural 
person)  maupun badan hukum (juridical person) dalam upaya untuk 
meningkatkan dan/ atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang 
berbentuk uang tunai (cash money), peralatan (equipment), aset tidak 
bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.32 
 Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik unsur-unsur 
terpenting dari kegiatan investasi atau penanaman modal yaitu: 
1. Adanya motif untuk meningkatkan atau setidak-tidaknya 
mempertahankan nilai modalnya. 
2. Bahwa modal tersebut tidak hanya mencakup hal-hal yang 
bersifat kasat mata dan dapat diraba (tangible),tetapi juga 
mencakup sesuatu yang bersifat tidak kasat mata dan tidak 
dapat diraba (intangible).Intangible mencakup keahlian, 
pengetahuan jaringan, dan sebagainya yang dalam berbagai 
kontrak kerja sama (joint venture agreement) biasanya disebut 
valuable services.33 
Sementara itu, dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa penanaman 
modal diartikan sebagai segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik 
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oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing 
untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. 
2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Dalam Rangka 
Penanaman Modal atau Investasi. 
Dalam Setiap kegiatan penanaman modal selalu terkait dengan 
kemungkinan terjadinya risiko yang dapat mengakibatkan berkurangnya 
atau bahkan hilangnya nilai modal.Oleh karena itu kegiatan penanaman 
modal perlu mempertimbangkan faktor-faktor tertentu, sehingga dapat 
menghasilkan keuntungan yang optimal juga dapat meminimalkan 
kerugian.Apabila seorang investor akan menanamkan modalnya, faktor 
yang sangat diperhatikan yaitu34: 
1. Sistem Politik dan ekonomi Negara yang bersangkutan 
2. Sikap rakyat dan pemerintahanya terhadap orang asing dan 
modal asing. 
3. Stabilitas politik, ekonomi, dan keuangan. 
4. Jumblah dan daya beli penduduk 
5. Adanya bahan mentah untuk produksi. 
6. Tenaga kerja yang terjangkau. 
7. Tanah untuk tempat usaha. 
8. Struktur pajak,pabean, dan cukai. 
9. Kemudian perundang-undangan dan hukum yang mendukung 
jaminan usaha. 
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Risiko penanaman modal (Country Risk) merupakan faktor yang 
cukup dominan yang menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan 
kegiatan investasi.Salah satu aspek dari risiko penanaman modal 
(Country Risk) yang sangat diperhatikan oleh calon investor adalah aspek 
stabilitas politik dan keamanan35.Hal ini sangat penting mengingat tanpa 
adanya stabilitas politik dan jaminan keamanan pada Negara atau daerah 
di mana investasi akan dilakukan, resiko kegagalan yang akan dihadapi 
akan semakin besar.Aspek stabilitas politik ini dalam kenyataanya 
seringkali tidak dapat diramalkan (unpredictable), yang mencakup 
keadaan-keadaan seperti perang, pendudukan oleh kekuatan asing, 
perang saudara, revolusi, pemberontakan, kekacauan, kudeta, dan lain-
lain.36 
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A. Lokasi Penelitian 
Dalam memperoleh data dan informasi yang dapat 
dipertanggungjawabkan, maka Penulis akan mengadakan penelitian di 
beberapa instansi yaitu, Badan Koordinasi Penanaman Modal Sulawesi 
Selatan dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Alasan dipilihnya 
tempat tersebut sebagai lokasi penelitian adalah karena dari instansi 
tersebut penulis dapat mencari data dan informasi yang relevan dengan 
judul penelitian. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua jenis sumber 
data, yaitu data primer dan data sekunder. 
1. Data Primer 
Data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara kepada 
Aparat Kepolisian dan Pihak BKPMD Sulawesi Selatan. 
2. Data Sekunder 
Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa literature 
dan dokumen-dokumen, buku, serta peraturan perundang-perundangan 








C. Teknik Pengumpulan Data 
Memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan 
metode sebagai berikut: 
1. Penelitian Pustaka (Literature Research) 
Metode pengumpulan data dengan menelaah berbagai buku 
kepustakaan, artikel dan karya ilmiah yang ada hubungannya 
dengan objek penelitian. Serta peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
2. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Metode pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara 
atau dialog langsung, serta meminta data-data tertulis kepada 
pihak-pihak yang terkait dalam penulisan ini. 
 
D. Analisis Data 
Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun sekunder 
akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku 
dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan 
teori-teori dalam data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu 
dengan menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-permasalahan 









HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Kondisi Geografis Provinsi Sulawesi-Selatan 
 Sulawesi – Selatan terlatak pada Oo 12’ – 8 Lintang Selatan dan 
116o48’ – 122o36’ Bujur Timur dengan batas wilayah sebelah  utara 
dengan Provinsi Sulawesi – Barat, sebelah timur dengan Teluk Bone dan 
Provinsi Sulawesi Tenggara, sebelah barat dengan Selat Makassar dan 
Sebelah timur dengan Laut Flores. 
 Provinsi Sulawesi – Selatan memiliki luas wilayah sebesar + 
45.764,52 Km3 yang secara administrative terbagi atas 21 kabupaten dan 
3 kota serta 304 kecamatan.Wilayah Provinsi Sulawesi – Selatan dialiri 
sekitar 67 aliran sungai dengan sungai terpanjang yakni Sungai Saddang 
dengan panjang aliran sungai + 150 km. Terdapat 4 (empat) sungai 
terbesar di daerah ini yakni Danau Tempe dan Sidenreng di Kabupaten 
Wajo serta Danau Matano dan Towuti di Kabupaten Luwu Timur. 
 Pada Tahun 2012 jumlah penduduk Provinsi Sulawesi – Selatan 
mencapai 8,3 juta jiwa lebih dimana 48,79 persen adalah pria dan 51,21 
persen wanita dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 182 jiwa/km2. 
Dalam kurun waktu 2008-2014, penduduk Sulawesi – Selatan mengalami 





 Visi pemerintah Provinsi Sulawesi – Selatan adalah 10 (sepuluh) 
terbaik dalam pemenuhan hak dasar.Kesepuluh hak Dasar dimaksud 
adalah : 
1. Pangan yang tersedia, terjangkau dan aman 
2. Layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas 
3. Layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas 
4. Kesempatan kerja dan lapangan usaha 
5. Layanan perumahan dan sanitasi 
6. Akses air bersih 
7. Kepastian pemilikan dan penguasaan tanah 
8. Sunber daya alam dan lingkungan hidup  
9. Rasa aman dab tentram 
10. Partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik 
 Sementara Misi Pemerintah Sulawesi – Selatan Tahun 2008 – 2013 
mencakup 5 (lima) pokok penting yakni : 
1. Meningkatkan kualitas pelayanan untuk pemenuhan hak dasar 
masyarakat. 
2. Mengakselerasi laju peningkatan dan pemerataan kesejahteraan 
melalui penguatan ekonomi berbasis masyarakat. 
3. Mewujudkan keunggulan lokal untuk memicu laju pertumbuhan 
ekonomi wilayah 
4. Menciptakan iklim yang kondusif bagi kehidupan yang inovatif 






Visi dan misi tersebut kemudian diuraikan dalam agenda 
pembangunan pemerintah Provinsi Sulawesi – Selatan untuk tahun 2008-
2013 terbagi atas 7 (tujuh) indicator yakni : 
1. Peningkatan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat 
2. Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat 
3. Perwujudan keunggulan local untuk memicu laju pertumbuhan 
perekonomian 
4. Mewujudkan Sulawesi – Selatan sebagai entitas social ekonomi 
yang asri dan lestari 
5. Penciptaan lingkungan yang kondusif bagi kehidupan inovatif 
6. Penguatan kelembagaan masyarakat 
7. Penguatan kelembagaan pemerintah 
2. Data Pertumbuhan Ekonomi 
 Perekonomian Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun terus 
mengalami peningkatan.Hal ini tergambar dari adanya peningkatan nilai 
barang dan jasa yang beredar dari tahun 2008 sampai dengan tahun 
2012.Sampai dengan tahun 2012, nilai barang dan jasa yang beredar di 
daerah ini mencapai Rp. 159,4 trilyun lebih dan apa yang dicapai tersebut 
telah mengalami  peningkatan yang cukup besar jika dibanding dengan 
besarnya nilai barang dan jasa yang beredar di wilayah Sulawesi Selatan 
yang hanya sebesar Rp. 85,1 trilyun pada tahun 2008.Pendapatan 
domestic Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-





 PDRB di Sulawesi Selatan Menurut Lapangan Usaha 
Sumber : Informasi Pembangunan Sulawesi Selatan pada Kantor BKPMD 
Sul-Sel Catatan : Keadaan tahun 2012 
Walaupun Sektor pertanian merupakan sektor dominan dalam 
perekonomian Sulawesi Selatan, namun peranan sektor ini dari tahun ke 
tahun terus mengalami penurunan yakni  dari 29,45 persen pada tahun 
2008 menjadi 24,79 persen pada tahun 2012.Sementara pada periode 
yang sama, sector yang mengalami peran yang cukup tinggi adalah sektor 
jasa-jasa dimana pada tahun 2008 hanya memberi sumbangan  13,66 
persen namun pada tahun 2012 telah meningkat menjadi 17,52 persen. 
Dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang dicapai, Nampak bahwa 
dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Sulawesi 
Selatan cenderung mengalami peningkatan, seperti data yang penulis 
dapatkan dari Divisi Pengendalian Investasi BKPMD Sulawesi - Selatan 
yakni dari 6,23 persen pada tahun 2009 menjadi 7,16 persen pada tahun 
2013 dan bahkan cenderung lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi 
nasional.Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2009 mencapai 6,43 
Lapangan Usaha      2005-2008 2009-2010 2011-2012 
    
Pertanian       25.071,8       30.442,4 39.518,4 
Pertambangan      6.201,5 7.119,7 8.803,0 
Industri pengolahan      11.060,4 14.457,3 19.492,5 
Listrik      838,1 1.088,0 1.439,2 
Bangunan 4.253,5 6.534,5 9.109,8 
    
Perdagangan      13.913,8 20.435,0 28.349,6 
Angkutan 6.972,0 9.445,6 12.982,9 
Keuangan 5.203,0 7.810,1 11.803,3 
Jasa-Jasa      11.629,0 20.529,7 27.928,4 
Total PDRB 85.143,2 117.862,2 159.427,1 





persen sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Sulawesi – Selatan, 
namun pada 2013 lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Sulawesi 
Selatan. 
Menurunya peranan sektoral pertanian dalam Perekonomian 
Sulawesi Selatan tergambar pula pada penurunan sektor ini pada 
pertumbuhan ekonomi.Dimana pada tahun 2012 peranan sektor ini 
mencapai 2,17 persen berkurang dibandingkan tahun 2008 yang masih 
mencapai 2,26 persen.Demikian pula yang terjadi pada sektor 
pertambangan dan jasa-jasa.Sementara sektor yang mengalami 
peningkatan peran yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi 
daerah adalah sektor perdagangan, sektor angkutan dan sektor 
keuangan. 
Membaiknya perekonomian daerah ini diiringi pula dengan 
pengendalian inflasi.Walaupun cendrung mengalami fluktuasi namun 
inflasi di Sulawesi Selatan masih dalam kategori terkendali dengan baik. 
Hal ini terlihat pada tahun 2013 (Juni) dimana inflasi di daerah ini rata – 
rata mencapai 4,36 persen.Pada tahun 2009, inflasi Sulawesi Selatan rata 
– rata mencapai 3,39 persen dan pada tahun 2010 mengalami 
peningkatan hingga mencapai 6,56 persen. Meskipun demikian, pada 
tahun 2011 inflasi di daerah ini kembali dapat ditekan hingga mencapai 
2,88 persen dan kembali naik pada tahun 2012 yang mencapai 4,41 
persen.37 
                                                             





Membaiknya perekonomian di wilayah Sulawesi Selatan, 
berdampak pula pada pendapatan per kapita masyarakatnya, dimana 
dalam lima tahun terakhir PDRB per kapita masyarakat Sulawesi Selatan 
rata – rata telah mencapai Rp.14,85 juta. Dalam periode 2008 – 2012 
tersebut, pendapatan per kapita masyarakat Sulawesi Selatan rata – rata 
tumbuh 15,45 persen per tahun yakni dari Rp.10,83 juta pada tahun 2008 
menjadi Rp.19,23 juta pada tahun 2012.38 
Selain mampu mendorong pendapatan masyarakat, meningkatnya 
perekonomian sekaligus mampu mendorong peningkatan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD).Hal ini terlihat pada tahun 2009 dimana PAD Sulawesi 
Selatan sebesar Rp.1,3 trilyun lebih mengalami peningkatan yang 
signifikan pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp. 2,5 trilyun lebih. 
Peningkatan ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tersebut, PAD 
Sulawesi – Selatan mengalami peningkatan rata – rata 18,33 persen per 
tahun.39 
Pertumbuhan PDRB per kapita tersebut dicapai pada tahun 2008  
sebesar  22,47 persen yakni dari Rp. 8,91 juta pada tahun 2007 menjadi 
Rp. 10,83 juta pada tahun 2008 dan pada tahun 2012, PDRB per Kapita 
masyarakat Sulawesi Selatan tumbuh sebesar 14,72, persen yakni Rp. 
16,93 juta pada tahun 2011 menjadi Rp. 19,23 juta pada tahun 2012.40 
Sumber PAD yang merupakan penyumbang terbesar bagi PAD 
Sulawesi Selatan berasal dari sektor pajak daerah, dimana pada tahun 
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2013 memberi kontribusi sebesar 90,16 persen, disusul sektor lain – lain 
PAD yang salah sebesar 4,73 persen, sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan 
Daerah sebesar 2,58 persen dan Retribusi Daerah sebesar 2,53 persen.41 
3. Kawasan Metropolitan MAMMINASATA (Makassar, Maros, 
Sungguminasa – Gowa dan takalar ) 
 Kawasan Metropolitan Mamminasata adalah kawasan perkotaan 
yang areanya mencakup seluruh wilayah kota Makassar dan Kabupaten  
Takalar, sebagian wilayah Kabupaten Maros dan sebagian wilayah 
Kabupaten Gowa, dengan total luas wilayah 2.473 km2 dan total 
penduduknya sekitar dua juta jiwa. Guna mendukung akselerasi di 
kawasan ini, pemerintah pusat telah menetapkanya pula kawasan 
Mamminasata ini sebagai kawasan strategis nasional (KSN) dalam PP 26 
tahun 2008 tentang RTRW Nasional. 
 Konsep Maminasata dirancang sejak tahun 1980 dengan 
disusunya RTR Minassamaupa. Di tahun 2001 disusun kemudian RTR 
Mamminasata oleh Dinas Tata Ruang. Tahun 2009 – 2011, pemerintah 
Jepang melalui JICA memberikan bantuan teknis kepada pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan berupa proyek kerja sama teknis untuk 
peningkatan manajemen pembangunan perkotaan di kawasan 
metropolitan Mamminasata. Dan akhirnya pada bulan Nopember 2011 
pemerintah PERPRES No 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang 
kawasan perkotaan metropolitan Mamminasata ( Makassar, Maros, 
Sungguminasa-Gowa dan Takalar ). 
                                                             





 Pusat kawasan permukiman Kota Baru Mamminasata 
direncanakan berada di persimpangan Jalan Bypass Mamminasata dan 
rencana Terusan Jalan Abdullah Daeng Sirua pada lokasi perbatasan 
antara Kecamatan Pattalasang – Kabupaten Gowa dan Kecamatan 
Moncongloe – Kabupaten Maros. 
 Luas wilayah Kota Baru Gowa – Maros kurang lebih 3.300 Ha yang 
terdiri dari Kecamatan Pattalasang di Kabupaten Gowa dengan luas 
kurang lebih 1.000 Ha dan Kecamatan Moncongloe di Kabupaten Maros 
dengan luas kurang lebih 2.300 Ha. Kawasan ini diarahkan sebagai pusat 
urbanisasi baru untuk menunjang pemukiman penduduk Kota Makassar 
dan Metropolitan Mamminasata. Kawasan ini diproyeksikan dapat 
menampung penduduk  kurang lebih 300.000 jiwa sampai menjelang  
tahun 2029. 
 Penduduk Metropolitan Mammisata saat ini pada Tahun 2009 
adalah 2,1 juta jiwa dan diperkirakan pada tahun 2009 akan mencapai 3,6 
juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk rata-rata 1,7%42. 
 Pembangunan Kawasan Industri di wilayah Metropolitan 
Mamminasata direncanakan masing – masing di Makassar (KIMA), Gowa 
(KIWA), Maros (KIROS), dan Takalar (KITA). Namun saat ini, baru KIMA 
Makassar yang sudah beroperasi. Kawasan industri yang dibangun  pada 
akhir 1980 ini direncanakan pengembanganya pada KIMA II yang 
berlokasi di wilayah Kabupaten Maros. 
                                                             





 Untuk mendukung pertumbuhan investasi guna menggerakkan 
industri dikawasan ini, pemerintah telah menyusun RDTR dan instrument 
pengendalian untuk KIMA II ini pada tahun 2008 dan 2009 yang 
lalu.Pemerintah berkomitmen untuk melakukan percepatan dalam 
mengembangkan kawasan industri di Mamminasata.Tugas utama 
pemerintah adalah memberikan kepastian hukum dan menciptakan 
stabilitas keamanan untuk percepatan pembangunanya. Tentunya 
dukungan dan bantuan pemerintah pusat dan provinsi sangat dibutuhkan  
pula agar perekonomian di Mamminasata bias bergeliat dengan pesat 
sebagai salah satu kawasan terkemuka di Kawasan Timur Indonesia. 
 
B. Efektivitas Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2003 dalam  
Memberikan Jaminan Keamanan Terhadap Investor di 
Sulawesi Selatan 
Pengelolaan ekonomi daerah di era otonomi menuntut kecakapan 
manajerial yang mampu mengelola sumber – sumber keuangan daerah. 
Tuntutan tersebut menjadi konsekuensi logis bagi setiap unsure pimpinan 
(Kabupaten/kota dan Provinsi) untuk menjalankan desentralisasi 
pemerintahan yang didalamnya mencakup otonomi pengelolaan 
keuangan. 
Secara umum, pelaksanaan desentralisasi sektor ekonomi di setiap 
daerah tidak dapat diklaim berjalan baik atau buruk. Masing – masing 
daerah memiliki strategi dan kebijakan sendiri mengelola perekonomianya; 
termasuk Sulawesi – Selatan. Kebijakan pemerintah provinsi yang 





menetukan pertumbuhan ekonomi di era otonomi. Ukuran yang paling 
realistis dari aktualisasi desentralisasi ekonomi dapat dilihat dari 
pertumbuhan ekonomi di level provinsi. 
Sebagai kawasan dengan luas wilayah dan ketersediaan sumber 
daya alam yang besar dapat dikatakan, Sulawesi Selatan memiliki potensi 
yang memadai dalam menjalankan proses desentralisasi ekonomi. 
Program pemerintah demi pertumbuhan ekonomi kawasan dapat dijadikan 
sebagai parameter yang objektif untuk mengukur tingkat keberhasilan 
kinerja pemerintahan. 
Dalam dua tahun terakhir, pemerintah Sulawesi Selatan mampu 
menunjukkan peningkatan pertumbuhan sektor ekonomi.Namun, 
pertumbuhan tersebut tidak diperoleh secara instan, melainkan dengan 
menerapkan berbagai program sebagai langkah strategis untuk 
meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi.Derivasi program sebagai 
bagian visi dan misi pembangunan pemerintahan dari 2008-2013 terbilang 
efektif mendorong percepatan petumbuhan sektor ekonomi. 
Dengan mengusung visi “Sulawesi Selatan sebagai Provinsi 
Sepuluh Terbaik dalam Pemenuhan Hak Dasar”, pemerintah provinsi 
dibebani target program actual. Program seperti surplus beras 2 juta ton 
dan jagung 1,5 juta ton pada periode 2009-2010, gula, listrik hingga 300 
megawatt pada tahun 2015, serta upaya peningkatan produksi sapi, dan 
mendorong peningkatan hasil komoditas unggulan digalakkan. Upaya-
upaya tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah provinsi 





Upaya – upaya yang digalakkan pemerintah Sulawesi Selatan 
dalam rangka menjadi nomor satu di regional Kawasan Timur Indonesia, 
bukan tanpa kendala. Resesi ekonomi yang melanda dunia mau tidak 
mau turut mempengaruhi upaya pemerintah Sulawesi Selatan secara 
signifikan. Hal ini di tunjukkan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi 
dari tahun ke tahun yang disajikan penulis pada pembahasan 
sebelumnya. 
Pada wawancara dengan Ibu Hj.Indiani Ismu,S.H,MM Kabid. 
Pengendalian dan Pengawasan pada Kantor BKPMD Sulawesi Selatan 
mengatakan bahwa kebanyakan investor di Sulawesi Selatan dalam 
keputusan investasinya lebih melihat dan mempertimbangkan faktor 
Accounting Information agar tujuan investasinya tercapai, namun faktor – 
factor yang lain tidak banyak diperhatikan. Faktor tersebut biasa disebut 
sebagai alat analisis tradisional dan investor biasanya sudah merasa 
cukup dengan melihat kedua faktor tersebut untuk menetukan keputusan 
investasinya, selain itu memang banyak investor tidak mengetahui bahwa 
ada faktor lain yang dapat dijadikan sebelum melakukan investasi. 
Khususnya kasus-kasus teror yang berimplikasi terorisme yang dapat 
menyebar efek takut kepada masyarakat dan tentunya mempengaruhi 
market bisnis di Sulawesi Selatan dan dalam jangka waktu yang lamah 
melemahkan sektor ekonomi43. 
Pemerintahan Gubernur Syahrul Yasin Limpo dan Wakil Gubernur 
Agus Arifin Nu’mang, visi pemerintahan lebih diarahkan untuk menjadikan 
Sulawesi Selatan sebagai provinsi sepuluh besar terbaik untuk 
                                                             





pemenuhan hak dasar. Visi tersebut menjadi spirit bagi misi pemerintahan 
dengan sasaran pengembangan sektor ekonomi, yakni mempercepat laju 
mesin pertumbuhan dalam proses produksi.Hal inilah yang mendorong 
pemerintah provinsi  Sulawesi Selatan mengupayakan peningkatan 
perekonomian yang hasilnya meningkat pada tahun 2010.Upaya tersebut 
menurut Ibu.Hj.Idiani Ismu,S.H,MM Kabid.Pengendalian dan Pengawasan 
BKPMD merupakan proses untuk merangsang pembangunan ekonomi 
daerah. 
Ibu Hj.Indiani Ismu juga memberikan data pertumbuhan ekonomi 
Sulawesi Selatan kepada penulis yang telah dibukukan pada tanggal 15 
desember 2010 dan menjadi arsip tetap BKPMD Sulawesi Selatan dan 
tidak diedarkan kepada masyarakat umum. Dan dengan surat pengantar 
penelitian yang diberikan oleh Fakultas Hukum Unhas yang kemudian 
menjadi rujukan Ibu Hj.Indiani Ismu,S.H,MM, maka penulis dapat 
memperoleh data tersebut seperti yang penulis uraikan dibawah ini. 
Pertumbuhan PDRB Sulawesi Selatan dari 2005 hingga 2009 
menunjukkan angka yang optimistic. Pada 2005, PDRB Sulawesi Selatan 
sebesar Rp 51,78 triliun, meningkat di tahun 2006 sebesar Rp 60,90 
triliun, dan 2007 mencapai angka Rp 69,27 triliun. Di 2008, pertumbuhan 
PDRB mencapai angka Rp 85,14 triliun dan 2009 menyentuh angka Rp 
99,90 triliun. Angka tersebut cukup fantastis mengingat gejolak reses 
global yang menelikung di berbagai tempat. 
Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan juga menunjukkan grafik 





sebesar 6,05 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut terus berlanjut di 
2006 yang mencapai angka 6,72 persen. Sempat turun di 2007 menjadi 
6,34 persen. Kecendrungan naik turun pertumbuhan ekonomi juga terjadi 
2008 dan 2009. Pada 2008, pertumbuhan ekonomi kembali meningkat 
sebesar 7,78 persen dan kembali mengalami penurunan pertumbuhan di 
2009 hingga 6,20 persen. Tren positif pertumbuhan ekonomi Sulawesi 
Selatan dapat dilihat pada triwulan ke II 2010 yang mencapai 9,21 persen 
atau tertinggi di Indonesia. 
Sektor lain yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun 
adalah PAD. Pada 2008, PAD Sulawesi Selatan meningkat dari tiga tahun 
sebelumnya hingga mencapai Rp 1,22 triliun. Tren tersebut berlanjut di 
2009 yang mencapai besaran Rp 1,32 triliun. Sementara di 2010, 
pemerintah Sulawesi Selatan memproyeksikan capaian PAD yang 
menyentuh angka Rp 1,43 triliun. 
Untuk pendapatan perkapita masyarakat, Sulawesi Selatan juga 
memperlihatkan peningkatan. Pada 2008 pendapatan perkapita 
masyarakat sebesar Rp 10,91 juta dan mengalami peningkatan di 2009 
yang diperkirakan mencapai angka 12,58 juta. Diproyeksikan, 2010 akan 
mencapai kisaran angka Rp 13,96 juta. 
Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, rupanya juga diikuti 
dengan meningkatnya investasi secara signifikan. Pada sektor ini, 
Sulawesi Selatan berada pada peringkat enam dari 33 provinsi. 
Sepanjang 2009, Sulawesi Selatan memperoleh investasi sembilan 





triliun dan penanaman modal asing (PMA) 64,25 juta dolar AS. Realisasi 
investasi PMDN meliputi industry makanan ternak, pertokoan, pertokoan, 
dan pembangunan jalan tol. 
Sedangkan untuk PMA terdiri atas industri kayu olahan, tenaga 
listrik, jasa perhotelan dan rekreasi dan menempatkan posisi Sulawesi 
Selatan di urutan ke lima untuk PMDN dan posisi ke 12 untuk PMA dari 
sebelumnya berada pada peringkat 17. Sebelumnya, ada 30 proyek yang 
diminati calon investor, yang terdiri atas; sektor jasa, perdagangan, dan 
industri dengan nilai investasi sekitar Rp 4,4 triliun untuk PMDN dan 104 
juta dolar AS untuk PMA. 
Variabel – variabel yang disebutkan menunjukkan grafik yang 
secara kuantitatif meningkat. Di tengah resesi ekonomi global hingga fase 
pemulihan perekonomian dunia, kondisi ekonomi Sulawesi Selatan relatif 
stabil. Kekhawatiran anjloknya ekonomi makro tidak berpengaruh. Justru, 
hingga 2010 iklim unvestasi baik asing maupun lokal tetap mengeliat dan 
turut membantu perputaran roda ekonomi Sulawesi Selatan. 
Urgensi dari proses investasi baik melalui antar Negara atau sektor 
swasta adalah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi, penciptaan 
lapangan kerja, mengembangkan sumber daya strategis nasional dan 
lokal, implementasi dan transfer keahlian dan teknologi, pertumbuhan 
ekspor dan meningkatkan neraca pembayaran. Hingga kini, investasi 
diyakini sebagai salah satu solusi untuk memecahkan persoalan 
kemiskinan dan pengangguran di Sulawesi Selatan yang mengarah 





Lantaran begitu pentingnya investasi asing untuk ikut memberikan 
sumbangsih kepada pembangunan perekonomian, sosial, politik, dan 
hukum di Indonesia perlu adanya penekanan dari beberapa persoalan 
yang harus dilakukan dan diselesaikan untuk bisa menarik investasi ke 
Sulawesi Selatan. Ada dua hal menurut penulis yang harus menjadi 
penekanan bagaimana investasi bisa menarik untuk datang ke Sulawesi 
Selatan. Pertama, bagaimana sistem perekonomian, sosial-politik dan 
hukum memberikan jaminan investasi menguntungkan dan aman bagi 
negara-negara investor di Sulawesi Selatan. Kedua, bagaimana langkah-
langkah nyata yang dilakukan pemerintah kaitanya dengan investasi. Hal 
ini mengarah kepada bagaimana pemerintah  membuat paket kebijakan 
yang memberikan fasilitas dan jaminan bagaimana cukup menarik bagi 
investor. 
Analisis yuridis juga dijelaskan oleh Bapak Sumardi,S.H,M.H Kabid 
Pengendalian Teror Bareskrim Polda Sulsel yang penulis uraikan secara 
deskriptif44. Secara substansial menurut Bapak Sumardi menjelaskan 
bahwa selama ini pasal 14 Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berbunyi : 
“Setiap orang yang merencanakan dan/atau mengerakkan orang 
lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 
11, Pasal 12 di pidana dengan pidana mati atau pidana penjara 
seumur hidup. 
 
Yang dijadikan penyidik Polda Sul-Sel sebagai rujukan untuk 
melakukan penangan aksi teror yang terindikasi terorisme. Karena 
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ketentuan ini ditujukan kepada actor intelectualis, pelaku utama terorisme 
yang biasanya tidak terjun langsung kelapangan untuk melakukan aksi-
aksi terorisme, tapi lebih pada otak di balik serangan tersebut. Karena 
menurut Bapak Sumardi aksi terorisme tidak pernah berdiri sendiri karena 
tujuanya ingin mengacaukan stabilitas yang sudah terjaga dengan baik. 
Bapak Sumardi juga menyayangkan karena penindakan terorisme 
sekarang ini berada langsung dibawah pengendalian Reskrim Polri 
dengan dibentuknya DENSUS 88 yang tidak terkait lagi dengan Polda Sul-
Sel, sehingga penangananya tidak lagi diketahui Polda Sul-Sel. 
 Bapak Sumardi hanya menjelaskan contoh kasus yang terjadi pada 
tahun 2006 yang telah di putus oleh Mahkamah Agung RI.No.614 
K/Pid/2006, di mana terdakwa dalam perkara ini adalah Muhammad 
Agung Hamid, S.E. alias Arifin alias Yacob alias Budi bin H.Hamid, laki-
laki kelahiran Makassar, 24 Agustus 199645. 
 Dalam perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa 
terdakwa dengan dakwaan, yakni pertama, melanggar pasal 14 Jo Pasal 
6 Perppu No.1 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-
Undang No.15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana 
terorisme (primair), melanggar pasal 14 jo Pasal 7 Perpu No.1 Tahun 
2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.15 Tahun 
2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (subsidair); 
melanggar Pasal 14 jo Pasal 13 huruf a Perpu No.1 Tahun 2002 
sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.15 Tahun 2003 
                                                             






Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (lebih subsidair lagi). 
Kedua, melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.12/Drt/1951 
LN.No.78 Tahun 1951 tentang senjata api, amunisi dan bahan peledak. 
 Pada tanggal 3 Desember 2002, sekitar jam 15.00 WITA, tiga bom 
yang terdiri dua bom yang terbuat dari container kaleng susu dan satu 
terbuat dari container pipa besi dipasangi sumbuh oleh Ansar dan 
Wirahadi yang menjadi orang suruhan terdakwa. Sekitar jam 17.00 WITA, 
pelaku kemudian melakukan survey kesasaran yang akan di bom, yaitu 
Mc. Donald Mall Ratu Indah Makassar, Show Room NV.H.Kalla Jl. Urip 
Sumoharjo Makassar dan KFC Jl. Pengayoman Makassar. Namun 
rencana peledakan batal karena para pelaku kelelahan sehingga rencana 
diundur sampai dengan tanggal 5 Desember 2004. 
 Pada tanggal 5 Desember 2004, sekitap Pukul 18.15 WITA, pelaku 
membawa satu bom untuk diledakkan di Mc.Donald Mall Ratu Indah 
Makassar. Sedangkan dua bom lainya di Show Room NV.H.Kalla Jl.Urip 
Sumoharjo dan KFC Jl. Pengayoman Makassar. Sekitar jam 18.45 WITA , 
bom meledak di Mc.Donald Mall Ratu Indah Makassar dan sekitar jam 
20.05 Wita bom meledak di Show Room NV.H.Kalla Jl. Urip Sumoharjo 
Makassar, sedangkan bom yang dibuang kedalam selokan di KFC Jl. 
Pengayoman Makassar tidak meledak. 
 Ledakan bom di Mc.Donald Mall Ratu Indah Makassar tersebut 
mengakibatkan tiga orang meninggal dunia serta melukai 15 orang. Mc 
Donald Ratu Indah Makassar mengalami kerugian materil sebesar kurang 





merusak dan menghancurkan gedung berikut peralatan-peralatanya dan 
memusnahkan bahan baku makanan. Sedangkan kerugian Show Room 
NV.H.Kalla Jl.Urip Sumoharjo akibat bom tersebut mengalami kerugian 
kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,-(lima ratus juta rupiah) karena 
merusak dan menghancurkan pipa Ac dan plafon. Ledakan di dua tempat 
ini telah menimbulkan rasa takut dan cemas khususnya bagi warga Kota 
Makassar dan ketakutan menjalankan bisnis dan investasi khususnya di 
Sulawesi Selatan. 
 Bapak Sumardi menjelaskan bahwa kehadiran Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 
telah cukup substansial menjadi dasar hukum dalam menindak tegas 
pelaku aksi terorisme di Sulawesi Selatan. Untuk peningkatan investasi, 
Bapak Sumardi mengatakan mana ada yang ingin berinvestasi kalau 
lingkunganya tidak aman. Bapak Sumardi mengajak semua elemen 
masyarakat di Sulawesi Selatan untuk menjaga stabilitas keamanan, 
karena investasi di Sulawesi Selatan harus tetap kondisif dan rakyat bisa 
menikmati hasilnya. 
 Sebagai salah satu provinsi yang memiliki nilai strategis dalam 
konstelasi pembangunan Indonesia, menurut penulis peluang investasi 
sangat terbuka lebar dengan sumber daya alam yang cukup besar. 
Dengan demikian, Sulawesi Selatan memiliki keunggulan komparatif 






C. Investasi yang Meningkat di Sulawesi Selatan Setelah Adanya 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Terorisme 
Secara sederhana, pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai 
peningkatan secara terus-menerus pada Gross Domestic  Product atau 
Produk Domestik Bruto suatu Negara. Dalam konteks daerah, makna 
pembangunan difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional 
Bruto suatu provinsi, kabupaten/kota. 
Pembangunan ekonomi daerah menekankan proses pengelolaan 
sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan kerja baru dan 
merangsang perkembangan kegiatan ekonomi melalui suatu relasi atau 
pola kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta. Pola kemitraan 
tersebut dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi daerah 
melalui kegiatan-kegiatan perekonomian. 
Setelah terjadinya serangkaian peledakan bom di Indonesia yang 
menimbulkan suasana takut di masyarakat, maka untuk 
mengantisipasinya kembali berbagai serangan terhadap jiwa, harta benda, 
dan instalasi-instalasi vital yang dimiliki negara dan bangsa Indonesia, 
maka pemerintah berpendapat bahwa syarat “hal ikhwal kegentingan 
memaksa” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 
1945 telah terpenuhi. 
Penjelasan pemerintah secara mendalam mengenai Perppu No.1 
Tahun 2002 ini pernah dipaparkan oleh Romli Atmasasmita yang 





sekedar justifikasi berupa fakta-fakta semata-mata akan tetapi justifikasi 
filosofis, sosiologis, yuridis, dan teoritis serta konsep-konsep yang 
berkembang dan berkaitan dengan masalah-masalah terorisme di Negara 
lain. 
Mengacu pada penjelasan tersebut maka penyusunan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme merupakan kebijakan dan langkah yang bersifat antisipatif dan 
proaktif yang harus dilakukan dalam menghadapi kegiatan terorisme di 
Indonesia dengan mengacu kepada prinsip-prinsip; “national securit, 
balance of justice, safe guarding rules, safe harbor rules,sunshine 
principle, dan sunset principle. 
Undang-Undang ini menjadi dasar hukum yang tegas terhadap 
penindakan aksi-aksi terorisme,  penguatan struktur dan infrastrukturnya 
juga telah diperkuat kedaerah-daerah yang struktur perekonomianya terus 
menggeliat seperti Sulawesi Selatan. Seperti yang dikatakan Bapak 
Sumardi,S.H,MH Kabid Pengendalian Teror Bareskrim Polda Sulsel 
bahwa setelah adanya undang-undang ini maka semua jajaran kepolisian 
daerah di desak untuk lebih serius menciptakan keamanan di wilayah 
hukumnya masing-masing, khususnya kesiapan Indonesia menyambut 
AFTA (Asean Free Trade Agremen) yang memaksa Indonesia untuk 
berinteraksi secara terbuka dengan Negara-negara asean, khususnya 
kerja sama investasi. Dan tahun 2005 Kepolisian Daerah Sulawesi 






Pada tahun 2006 Pemerintah Sulawesi Selatan menyiapkan 
program untuk mendatangkan sebanyak mungkin investor ke Sulawesi 
Selatan dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Sulawesi Selatan 
dengan basis destinasi kearifan budaya lokal.Sehingga Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi pada 
tahun 2011 sebesar 7,78 persen atau lebih tinggi dari target nasional. 
Sesuai target yang ingin dicapai sebesar Rp 28,83 triliun46. 
Secara umum, target pertumbuhan sebesar 7,78 persen tersebut 
lebih kecil dibanding target pertumbuhan di tahun 2010 sebesar 7,97 
persen. Tahun ini pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan sempat 
menembus 9,25 persen pada triwulan pertama, namun kembali menurun 
di triwulan ke tiga menjadi 7,25 persen. Dengan asumsi pertumbuhan 
tersebut, maka Pendapatan Domestik Bruto (PDRB) perkapita dapat 
mencapai Rp 15,84 juta, yang bisa mengurangi 10 persen angka 
kemiskinan menjadi 795.351 orang di akhir 2016. 
Di tengan semakin stabilnya keamanan di Sulawesi-Selatan maka 
diprediksi akan memicu pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan di masa 
yang akan datang khususnya sektor pariwisata, dengan target utama 
pengembangan wisata laut Takabonerate, Selayar, Pengembangan 
kawasan Center Point Of Indonesia dan Benteng Rotterdam di Makassar. 
Pemerintah provinsi juga memproyeksikan pengembalian posisi Tana 
Toraja sebagai destinasi utama pariwisata di Indonesia melalui program 
“lovely December” dan “Visit South Sulawesi” dikarenakan wisatawan 
                                                             





mancanegara tidak takut lagi datang ke Indonesia, khususnya Sulawesi 
Selatan. 
Asumsi ekonomisnya, bahawa pada akhir 2014, jumblah wisatawan 
mancanegara ke Sulawesi Selatan di kisaran 45.000 orang dengan lama 
tinggal empat hari. Jumblah ini akan membujuk investor untuk 
menanamkan modalnya di sektor pariwisata. Selain itu, sepanjang tahun 
terdapat even wisata, seperti Visit Losari di Malassar, Festival Buntu 
Kalomong di Enrekang, Festival Sop Saudara di Kabupaten Pangkep, 
Maccera Toppareng di Sidrap, dan Ajjarang di Jeneponto. Acara serupa 
juga terdapat Maudu Lompoa di Takalar, Accera Kalompoang di Gowa, 
Pajjukukang di Kabupaten Bantaeng, Kapal Pinisi-Tanjung Bira di 
Bulukumba, Festival Mappagau Sihanua di Sinjai, Pancugattarang di 
Barru, Tanjung Palette di Bone, Lejja di Soppeng, dan pelaksanaan 
Maccera Tasik di Kota Palopo47. 
Peluang investasi serta tawaran – tawaran keuntungan berinvestasi 
di Sulawesi – Selatan menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor 
untuk menanamkan investasinya pada sektor tertentu. Peran investor 
dalam mendorong geliat perekonomian juga tampak pada peran beberapa 
investor dalam memperkuat kapasitas kelistrikan sebagai bagian 
penguatan infrastruktur daerah yang telah ada sebelumnya. Di targetkan 
beberapa investor dalam negeri dan asing akan memastikan investasinya  
di mulai di tahun 2015 yang berasal dari beberapa Negara diantaranya 
PT. Kassa Listrindo, PT. Malea Energi, PT. Fajar Futura Energi Luwu, PT. 
                                                             





Bosowa Energi, PT. Energi Sengkang (Australia), PT.Makassar Power 
(Belanda), PT. Energi South Sulawesi ( Swiss), PT. Sulawesi Mini Hydro ( 
Norwegia)48. 
Masing masing besaran anggaran yang yang diinvestasikan 
investor dalam negeri dan asing tersebut terdiri atas, PT. Energy 
Sengkang dengan nilai investasi 221 juta dolar AS, PT.Makassar Power 
70 juta dolar AS, PT. Malea Rp.882 miliar, dan PT. Sulawesi Mini Hydro 
2,5 juta dolar AS. Selanjutnya ada PT Bosowa Energy dengan nilai 
investasi Rp 1,74 triliun, PT Fajar Futura Energi Rp 40,8 miliar, dan 
PT.Kassa Listrindo Rp 1,2 triliun49. 
Hal-hal elementer sebagai strategi menarik investasi dijabarkan 
oleh pemerintah daerah Sulawesi Selatan dengan menjamin keamanan 
berinvestasi. Biarpun diperhadapkan pada berbagai kendala dan 
tantangan, pemerintah provinsi berhasil meyakinkan investor dalam 
berinvestasi dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini disebabkan karena 
iklim investasi di Sulawesi Selatan perlahan menjadi sangat kondusif bagi 
para penanan modal asing maupun penanam modal dalam negeri. 
Pemerintah memang membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk 
membenahi berbagai bidang. Namun, pemerintah daerah harus memiliki 
komitmen positif dan senantiasa berupaya memperbaiki dan 
meningkatkan sejumlah insentif yang dibutuhkan para investor. 
Potensi – potensi sumber daya daya di Sulawesi Selatan menjadi 
garansi untuk mendorong masuknya investor untuk menanamkan 
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investasinya. Potensi sumber daya tersebut mencakup sektor 
pertambangan dan energi, pertanian, industri, pariwisata, serta jasa, dan 
perdagangan. 
Salah satu sektor yang sangat potensial yang dapat diproyeksikan 
membuka peluang investasi yang menjanjikan adalah pertambangan dan 
energi. Sebagaimana data yang penulis dapatkan pada Biro Promosi 
BKPMD Sulawesi Selatan bahwa potensi mineral/tambang yang terdapat 
di Sulawesi Selatan cukup besar berupa gas bumi dan 28 jenis bahan 
galian potensial yang sebaranya dibeberapa kabupaten. 
Tanah Sulawesi Selatan mengandung barang tambang seperti nikel 
yang besaran sumber dayanya mencapai 2.507.901 Matriks Ton (MT) 
dengan produksi nikel mencapai 73.283.138 kg per tahun, batubara 
39.442.247 ton, mangan 5.943.325 ton, tembaga 6.000.000 ton, marmer 
86.000.000 ton ditambah potensi belum diukur, timah hitam 127.000 ton, 
biji besi 22,4 Matriks Ton, dan pasir besi 501.875.000 ton. 
Potensi tambang emas Sulawesi Selatan tersebar di sejumblah 
kabupaten, yakni Luwu, Luwu Utara, Palopo, Luwu Timur, Tana Toraja, 
Pangkep, Barru, Bone, Jeneponto, Takalar, Gowa, Maros, Selayar, dan 
Wajo, perlu dijaga dan diawasi supaya dapat diolah menjadi industri yang 
menjanjikan kehidupan yang layak bagi warga di daerah terkait. 
Peningkatan sektor investasi yang memacu pertumbuhan ekonomi 
membuat Sulawesi Selatan berhasil meraih 57 penghargaan ( award) 





Indonesia (MURI) dan dua di antaranya lagi mampu memecahkan rekor 
dunia. 
Penghargaan itu merupakan pembuktian kinerja pemerintah 
Sulawesi Selatan dalam meningkatkan investasi diakui oleh berbagai 
pihak. Dari 57 penghargaan yang telah di raih (April 2008-April 2010) 
diantaranya sebagai Pembina terbaik nasional kategori pemeliharaan dan 
pengelolaan prasarana program nasional pemberdayaan masyarakat 
pedesaan, yang diserahkan oleh Mendagri dan disaksikan oleh RI (2010). 
Selain itu, ada pula penghargaan Satya Lencana Pembangunan di 
bidang pendidikan,  penghargaan kinerja dalam pengelolaan Sumber 
Daya Air dari Menteri Pekerjaan Umum (2009), penghargaan Adibakti 
Mina Bahari (pembangunan kelautan dan perikanan tingkat nasional) dari 
Menteri Kelautan dan Perikanan RI (2009). Khusus untuk penghargaan 
yang masuk MURI yang diraih 22 Maret 2010 yakni rekor MURI (4193) 
Transplantasi Terumbu Karang di 101 pulau sejumblah 22.220 yang 
sekaligus menjadi rekor dunia, rekor MURI (4194) penebaran ikan 
sebanyak 2,07 juta ekor dan rekor MURI (4195) Kerja Bhakti penanaman 
pohon pada 1.333 desa/kelurahan, 180 kecamatan pada 24 
kabupaten/kota juga sekaligus memecahkan rekor dunia. Prestasi ini 
dapat menjadi promosi investasi di Sulawesi Selatan di tengah kondisi 










Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menarik kesimpulan 
yakni sebagai berikut : 
1. Politik hukum nasilnal Indonesia dalam pemberantasan terorisme 
telah sesuai dengan prinsi-prinsip Negara hukum berdasarkan 
pancasila dan UUD 1945. Bagian pertimbangan huruf (b) 
menegaskan bahwa hadirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 
menganggap bahwa rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di 
wilayah Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya 
nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan 
masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda, sehingga 
menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, 
ekonomi, politik, dan hubungan internasional. Pada aspek ekonomi 
keamanan menjadi hal yang sangat menentukan untuk menepis 
keraguan investor dalam berinvestasi dalam jangka waktu yang 
panjang. Stabilitas keamanan di Sulawesi Selatan telah membantu 
pemerintah untuk terus meningkatkan geliat investasi dalam rangka 
terus meningkatkan perekonomian Sulawesi Selatan dengan basis 
kesejahteraan rakyat. 
2. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses sinergitas 





masyarakatnya. Pengelolaan sumber daya memerlukan suatu pola 
kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta dalam 
menggali potensi sumber daya alam, menciptakan suatu lapangan 
kerja baru serta mendukung perkembangan kegiatan ekonomi di 
daerah. Masalah pokok dalam peningkatan investasi di setiap 
daerah adalah keraguan investor untuk menanamkan modalnya 
karena tidak adanya regulasi hukum yang tegas untuk memastikan 
jaminan keamanan selama proses eksplorasi sampai pada proses 
pemasaran produk-produk yang dikelolah investor. Orientasi ini 
mengarahkan pada pengambilan inisiatif yang berasal dari daerah 
dan pelaku usaha dalam hal ini investor dalam proses 
pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan 
merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. 
 
B. Saran 
Adapun saran dari penulis  sehubungan dengan penulisan skripsi 
ini adalah : 
1. Agar politik hukum nasional Indonesia dalam pemberantasan 
terorisme ke depan dapat lebih memenuhi prinsip-prinsip negara 
hukum seperti yang dijanjikan pemerintah ketika undang-undang 
terorisme ini masih dalam bentuk Perppu, sehingga politik hukum 
nasional Indonesia dalam pemberantasan terorisme lebih 
memenuhi rasa keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan UUD 





peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum untuk 
melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa aksi terorime 
tidak ada kaitanya dengan ajaran agama mana pun dan investor 
tidak merasa ragu untuk menanamkan investasinya di setiap 
daerah yang masyarakatnya masih tradisional dan religius. 
2. Pemerintah sebagai aktor kunci dalam memproyeksikan 
peningkatan investasi di Sulawesi Selatan harus membuat regulasi-
regulasi yang memudahkan bagi masuknya investasi yang menjadi 
salah satu faktor. Regulasi yang dibuat pemerintah kedepanya 
harus lebih pro kepada rakyat miskin, dan tidak menjadikan 
pertumbuhan ekonomi sebagai panduan untuk merebut hak-hak 
rakyat dan mengajak semua elemen masyarakat untuk 
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